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Abstrak 
Sistem tatanegara Indonesia tidak mengikuti sistem trias 
politica secara murni. Hal ini berdampak terhadap kelangsungan 
pemerintahan di Indonesia yang menganut presidensial. Dalam 
kenyataan praktik, sering terjadi fungsi-fungsi legislatif dan 
eksekutif selalu bersifat tumpang tindih.
 
Apakah ini dikarenakan 
tidak satupun teks konstitusi maupun praktek dimana manapun, 
termasuk di negeri ini yang memisahkan cabang-cabang 
kekuasaan legislatif dan eksekutif itu secara kaku ? dalam tulisan 
ini diulas persoalan quo vadis sistem pemerintahan presidensial 
yang berjalan di Indonesia. 
 
Kata Kunci: Presidensial, Eksekutif, Legislatif 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
Sejak amandemen UUD NRI 1945 (1999-2002), fungsi 
DPR sebagai legislator secara konstitusional diberikan 
sepenuhnya. Dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan, “DPR 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Padahal 
sebelumnya Pasal 5 ayat (1) lama menyatakan, “Presiden 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 
persetujuan DPR”. Dalam perubahan pertama, rumusan Pasal 5 
ayat (1) tersebut dirubah menjadi, “Presiden berhak mengusulkan 
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rancangan undang-undang kepada DPR”. Dengan demikian, 
dalam fungsi legislasi Presiden hanya berhak untuk mengusulkan. 
Dengan kata lain, dalam hal membentuk undang-undang 
sebagai produk hukum tertinggi di bawah UUD NRI 1945 dan 
Tap MPR, kekuasaan pokoknya bergeser dari Presiden ke DPR. 
Implikasi dari pergeseran kekusaan membentuk undang-undang 
ini, yaitu pembagian kekuasaan (distribution of power), bukan 
pemisahan kekuasaan (separation of power), tidak lagi berlaku. 
Yang secara tegas berlaku sekarang justru adalah prinsip 
pemisahan kekuasaan (separation of power).
 1
 
Pemisahan kekuasaan (separation of power) ini 
merupakan konsekuensi dari sistem Presidensial yang kita pilih. 
Dalam UUD NRI 1945 secara jelas pada Bab III tentang 
Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Pasal 4 yang menyatakan 
‟Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar‟, sampai Pasal 16 
menyatakan tentang kewajiban, tata cara pemilihan Presiden. 
Dibandingan dengan bab lain yang mengatur kelembagaan 
Negara, maka pengaturan terhadap kelembagaan Presiden 
terbilang rinci dengan 17 Pasal. 
 
Sistem Presidensial 
Menurut Jimly Asshidiqie ada sembilan karakter sistem 
pemerintahan presidensial sebagai berikut: 
1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang 
kekuasaan eksekutif dan legisatif. 
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan 
eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya 
presiden dan wakil presiden saja. 
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau 
sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala 
pemerintahan. 
                                                 
1
Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.59-60. 
218 
 
  Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2016 
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau 
sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya. 
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan 
eksekutif dan demikian pula sebaliknya. 
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa 
parlemen 
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi 
parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip 
supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif 
bertanggungjawab pada konstitusi. 
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung pada rakyat yang 
berdaulat. 
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti daam 
sistem parlementer yag terpusat pada parlemen.
2
    
 
Karakter sistem presidensial juga dilihat dari pola 
hubungan antara lembaga (eksekutif) dengan lembaga legislatif. 
Pola hubungan itu sudah bisa dilihat dengan adanya pemilihan 
umum yang terpisah untuk memilih presiden dan memilih 
lembaga legislatif. Selain itu sistem presidensial membawa ciri 
yang kuat pada pemisahan kekuasaan, dimana badan eksekutif 
dan badan legislatif bersifat independen satu terhadap lainya. 
Dengan pemisahan yang jelas antara pemegang kekuasaan 
eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, dalam sistem 
pemerintahan presidensial, pembentukan pemerintah tidak 
bergantung pada proses politik di lembaga legislatif. Jika dalam 
sistem pemerintahan parlementer eksekutif sangat tergantung 
dukungan parlemen, sistem pemerintahan presidensial dibangun 
dengan prinsip clear-cut separation of powers antara pemegang 
kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif.
3
     
Sebagai the mother of the presiensial sistem, Amerika 
Serikat merupakan Negara pertama yang memisahkan secara 
                                                 
2
 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 
Reformasi, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hal. 316.  
3
 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) 
hal.40-42. 
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tegas antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam 
proses pembentukan undang-undang. Sebagaimana dijelaskan 
oleh Alexander Hamilton dalam The federalist Paper Nomor 24, 
26, dan 28 pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif terlihat 
sebagai bagian upaya mencegah terjadinya pembentukan undang-
undang merugikan rakyat sehingga kepercayaan rakyat dapat 
dipertahankan. 
4
 
 Karena itu konstitusi Amerika Serikat menegaskan 
bahwa semua kekuasaan legislatif harus mendapatkan penetapan 
dari senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House of 
Representatives).
5
 
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam article I 
Section 7 angka tersebut semua rancangan undang-undang yang 
telah melewati DPR dan Senat sebelum menjadi undang-undang 
harus dimajukan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan. 
Jika sepakat dengan rancangan undang-undang (bill) yang telah 
disetujui lembaga legislatif, presiden akan menandatangani 
rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. 
Jika menolak presiden akan mengembalikannya kepada 
DPR dan Senat dengan memberikan alasan-alasan penolakan 
dalam jurnal dalam tenggat waktu 10 hari. Selanjutnya DPR dan 
Senat mempelajari keberatan-keberatan presiden. Dengan 
dukungan suara minimal dua pertiga di masing-masing kamar 
lembaga legislatif, DPR, dan senat dapat menolak  (override) 
penolakan presiden.  
Dalam fungsi legislatif di Amerika Serikat, presiden dan 
jajaran eksekutif tidak terlibat dalam proses pembahasan 
rancangan undang-undang. Bahkan tidak satu pasalpun dalam 
konstitusi Amerika Serikat yang menentukan bahwa Presiden 
mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang-
undang. Dalam hal ini, presiden tidak mempunyai hak untuk 
                                                 
4
 John H Garvey dan T. Alexander Aleinikof, Modern Constitusional 
Theory, West Publishing Co, 1994, hal.290. Dalam Saldi Isra, Pergeseran 
Fungsi Legislasi, (Jakarta: Rajawali Pers,2010) hal. 53. 
5
 Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article I Section 7 angka 2. 
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mengajukan rancangan undang-undang dan tidak ikut membahas 
rancangan undang-undang.
6
  
Dalam konteks Indonesia meski prinsip separation of 
power diterapkan, namun tidak 100% murni kewenangan 
pembentukan undang-undang dipegang DPR. Pasal 20 ayat (2) 
menyatakan, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan 
persetujuan bersama”. Ayat (2) ini menegaskan bahwa meski 
ada separation of power, namun keterlibatan presiden dalam 
pembahasan rancangan undang-undang tidak bisa diabaikan.  
Dalam pandangan Jimly Asshidiqie, pengertian mengenai 
„persetujuan DPR‟ dan mengenai fungsi legislatif Presiden 
„bersama-sama‟ DPR. Kedudukan DPR itu dinyatakan kuat, 
tetapi Presiden tidak „undergoernet‟ tetapi „neben‟ terhadap DPR. 
Oleh karena itu, pengertian bersama-sama disitu berarti 
„kesetaraan‟dan „kesederajataan‟.7 
Lebih jauh Jimly menegaskan bahwa;  
sudah seyogyanya persetujuan bersama dalam 
persidangan itu dapat dianggap sebagai persetujuan yang 
bersifat institusional, meskipun suara yang menang adalah 
suara „oposisi‟. Pengertian ini harus diterima, karena 
dalam sistem demokrasi, proses pengambilan keputusan 
memang harus dihadiri bersama, tetapi keputusan yang 
diambil tidak berarti harus memuaskan semua pihak. 
Sudah sewajarnya ada „take and give‟ dan bahkan putusan 
yang sudah diambil bersama itu, presiden yang 
kepentingannya dikalahkan dalam persidangan tidak perlu 
lagi diberikan hak veto untuk tidak mengesahkan suatu 
RUU yang sudah diputuskan oleh DPR dengan cara tidak 
menandatangani pengundangan RUU tersebut.
8
 
 
                                                 
6
 I Made Pasek Diantha,  Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam 
Demokrasi Modern, (Abardin: Bandung, 1990) hlm, 37.  
7
Jimly Asshidiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran 
Kekuasaan Dalam UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hal.183. 
8
 Ibid., hal.184. 
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Meski ada kesetaraan dan kesederajatan dalam 
membentuk undang-undang antara Presiden ke DPR, namun DPR 
diberikan kewenangan lebih dibandingkan Presiden. Kewenangan 
lebih ini dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan, 
“Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 
hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, 
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang 
dan wajib diundangkan”.  
Ayat (5) ini merupakan konsekuensi dari adanya ayat (4) 
yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk 
mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas 
bersama DPR. Ayat (4) berbunyi, “Presiden mengesahkan 
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk 
menjadi undang-undang”. Pasal 20 ayat (4) terkesan kuat sebagai 
hak veto dari Presiden untuk tidak mensahkan undang-undang 
yang sudah dibahas DPR bersama pemerintah.
 9
  
Tambahan ayat (5) tersebut semakin menegaskan bahwa 
kekuasaan membentuk undang-undang berada di DPR, bukan lagi 
di Presiden. Kalaupun kepentingan pemerintah yang disalurkan 
melalui para anggota DPR dari partai pemerintah itu, tetap tidak 
memenuhi harapan, maka dalam waktu 30 hari sejak rancangan 
undang-undang tersebut disahkan oleh DPR itu.
10
 
 
Demokrasi Konstitusional  
Robert Dahl dalam On Democracy mengatakan 
pentingnya merancang konstitusi yang demokratis karena akan 
menentukan kelangsungan hidup lembaga-lembaga demokrasi. 
Konstitusi yang tidak dirancang dengan baik akan menyumbang 
pada kemandegan lembaga-lembaga demokrasi. Lembaga-
lembaga demokrasi itu adalah: para pejabat yang dipilih, 
pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala, kebebasan 
                                                 
9
 Op.Cit., hal. 60. 
10
 Ibid., hal. 61. 
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berpendapat, sumber informasi alternatif, otonomi asosiasional, 
dan hak kewarganegaraan yang inklusif.
11
 
Konstitusi yang demokratis menurut Dahl mengandung 
beberapa unsur antara lain, pernyataan hak-hak asasi 
manusia, pernyataan hak-hak sosial dan ekonomi, 
bentuk negara kesatuan atau federal, lembaga legislatif 
dengan satu kamar atau dua kamar, pengaturan 
kekuasaan yudikatif, sistem pemerintahan presidensial 
atau parlementer, pengaturan mengenai amandemen 
konstitusi dan referendum serta sistem pemilihan.
12
  
 
Selanjutnya tentang Konstitusi menurut Brian Tompson, 
secara sederhana pertanyaan what is a constitution ? dapat 
dijawab bahwa “…a constitution is a document which contains 
the rules for the operation of an organization”. Organisasi 
dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai 
dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah 
tertentu, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi 
politik, organisasi bisnis, perkumpulan social sampai ke 
organisasi tingkat dunia.
13
  
Konstitusi inilah yang kemudian mendistribusikan 
kekuasaan pada setiap lembaga negara yang terdiri atas fungsi-
fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.  Dalam negara yang 
menganut kedaulatan rakyat, pembagian ketiga fungsi itu tidak 
mengurangi makna bahwa yang sesungguhnya berdaulat adalah 
rakyat. Semua fungsi kekuasaan itu tunduk pada kemauan rakyat 
yang disalurkan melalui institusi yang mewakilinya. Di bidang 
legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan 
berlaku tidaknya produk legislatif.
 14
 
                                                 
11
 Op.Cit. 
12
 Ibid.  
13
 Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administartive 
Law, edisi ke-3, Blackstone ltd., London, 1997, hlm. 3. Dalam Jimly 
Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), hlm.16.  
14
 Ibid.,hlm. 121. 
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Seperti dijelaskan oleh Lock untuk menghindari 
munculnya negara totaliter maka harus ada pembatasan 
kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara 
mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau 
lembaga. Hal itu menurut Locke dilakukan dengan memisahkan 
kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk yaitu;  
Kekuasaan eksekutif (executive power), kekuasaan 
legislatif (legislatif power) dan kekuasaan federatif 
(federatif power) adalah kekuasaan yang melaksanakan 
undang-undang dan peraturan-peraturan hukum 
fundamental negara lainnya. Menurut Locke kekuasaan 
legislatif ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun atau 
lembaga manapun karena pada hakikatnya kekuasaan 
legislatif adalah manifestasi pendelegasian kekuasaan 
rakyat pada negara.
15
 
 
Pemisahan kekuasaan lebih lanjut digagas oleh 
Montesquieu. Pemisahan kekuasaan seperti yang digagas 
Montesquieu dikenal dengan istilah Trias Politica . Inti teori ini 
adalah bahwa agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan 
terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang, 
kekuasaan negara perlu dipisahkan. Montesquieu membagi 
kekuasaan negara menjadi tiga bentuk; kekuasaan legislatif, 
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Bedanya dengan 
Locke, Montesquieu tidak membahas lembaga federatif.
 
 
Montesquieu berpendapat bahwa “lembaga atau 
kekuasaan legislatif adalah lembaga yang tugas utamanya 
merumuskan undang-undang atau peraturan-peraturan negara. 
Lembaga legislatif merupakan refleksi kedaulatan rakyat”. 16  
Dengan adanya lembaga legislatif, kepentingan rakyat 
dapat terwakili secara baik. Lembaga ini merupakan cerminan 
                                                 
15
 John Locke, Two Treaties of Government, with introduction and 
notes by Peter Laslett, New York and Toronto: The New American Library, 
1965. hlm.408-409. Dalam Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: 
Gramedia, 2001), hlm. 200-201.  
16
 Ibid., hlm.228 
224 
 
  Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2016 
kedaulatan rakyat. Meskipun menurut teori Trias Politica ini 
rakyat merupakan pemegang kekuasaan negara, tidaklah berarti 
Montesquieu menolak kekuasaan kaum aristokrasi. Ia tetap 
mengakui hak-hak politik kaun bangsawan. Di dalam kabinet, 
kekuataan rakyat memiliki wakil-wakilnya. Dengan demikian 
terjadi saling kontrol satu sama lain. Dalam kehidupan politik di 
Amerika Serikat, Mekanisme kerja demikian dinamakan check 
and balance.
17
 
Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif 
dan cabang kekuasaan legislatif menjadi titik penting untuk 
menjelaskan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan 
presidensial. Dalam pandangan Paul Christopher Manuel dan 
Anne M. Camissa, salah satu karakter mendasar  dari sistem 
presidensial adalah separation of legislatif (congressional) dan 
executive (presidential) power.
18
  
Dengan pemisahan itu, dalam sistem presidensial, badan 
legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan 
menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri pula. Biasanya 
lembaga legislatif mengusulkan dan memformulasikan dan dapat 
bekerja sama dengan eksekutif dalam merumuskan legislasi, 
terutama pada saat partai politik yang sama berkuasa di kedua 
cabang pemerintahan ini.
19
    
Meskipun kekuasaan membentuk undang-undang berada 
di lembaga legislatif, eksekutif dapat mengusulkan rancangan 
undang-undang. Biasanya rancangan undang-undang tersebut 
disampaikan kepada anggota-anggota legislatif atau melalui 
partai politik (pendukung eksekutif) untuk dajukan ke lembaga 
legislatif. Khusus untuk rancangan anggaran belanja Negara, di 
                                                 
17
 Ibid., hlm.229. 
18
 Paul Christopher Manuel dan Anne M. Camissa, Check and 
Balances? How a Parliamentary Sistem Could Change d American Politics, 
(United State of America: Westview Press, 1999) hal. 16. Dalam Saldi Isra, 
Pergeseran Fungsi Legislasi, (Jakarta:Rajawali Pers,2010) hal.82. 
19
 Anonim, tanpa tahun, Governing Sistem and Executive-Legislatif 
Relations Presidential, Parliamentary and Hybrid Sistem, 
http://www.undp.org/dovernance/docs/Parl-Pub-govern.htm, dikunjungi 
11/01/2008. Dalam ibid. 
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beberapa sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan legislatif 
untuk mengubah rancangan undang-undang yang diajukan 
eksekutif dibatasi dan presiden dapat memaksa lembaga legislatif 
untuk melakukan proses legislasi dalam kurun waktu tertentu 
(some presidential sistem, however, limit the legislator’s power to 
amend the proposed executive budget, and a president may force 
the legislature to act on legislation within a certain period).
20
    
Namun demikian secara umum karakter fungsi legislasi 
dalam sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut: 
1. The legislature tend to have broad powers to amend 
any legislation. Lack of resources, and other factors 
may act to blunt this power. 
2. The potensial of legislatif assertiveness is greater in 
presidential sistem, but the actual realization (and 
staffing up for assertiveness depends on the 
presence of other conditions) 
3. Legislature in presidential sistem are more likely to 
have specialized and permanent standing 
committees and subcommittees with a number of 
professional staff to help draft, review and amend 
legislation.  
4. Via the committee sistem, the legislature has 
extensive powers to call experts witnesses, members 
of cabinet, presidencial advisors, etc for public or 
private hearings before the legislature. 
5. The President can veto legislation, which can only 
be overridden by a 2/3 vote in the legislature.
21
  
Karakter umum tersebut menjelaskan, lembaga legislatif 
cenderung mempunyai kekuasaan besar dalam proses legislasi. 
Sekalipun dalam praktik kekuasaan tersebut mungkin berkurang 
karena disebabkan oleh factor keterbatasan sumber daya manusia, 
kekuataan partai politik pendukung presiden di lembaga legislatif, 
                                                 
20
 Ibid. 
21
 Ibid. 
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atau sistem kepartaian dominan fungsi legislasi berada di tangan 
lembaga legislatif. Untuk itu, presiden diberikan hak untuk 
menolak (berupa hak veto) rancangan undang-undang yang sudah 
disetujui legislatif. Namun hak veto presiden dapat dibatalkan 
lembaga legislatif dengan komposisi suara tersebut.
22
   
Dalam konteks Indonesia sejak pertama kali dirumuskan 
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), secara filosopis tidak 
menganut sistem trias politica dalam makna separation of power, 
namun sejak awal UUD 1945 dibuat berdasarkan filosopi gotong 
royong dengan sistem kenegaraan yang bersifat division of 
power.
23
 Dengan kata lain, mekanisme check and balance, antar 
lembaga negara memang tidak diciptakan.
24
 
                                                 
22
 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2010) hal. 83 
23 Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 15 Juli 1945, Soepomo menyampaikan 
pandangannya mengenai sistem pemerintahan…..Amerika memang memakai 
Trias Politica yaitu sistem bahwa ada badan yang membikin undang-undang 
badan yang menyelenggarakan pemerintahan dan yang menyelenggarakan 
kehakiman. Itu memang dapat dijalankan dengan segala konsekuensinya, 
artinya Presiden tidak memakai kekuasaan membikin undang-undang dan 
organ itu dalam hukum dasar ditetapkan; itulah kekuasaan Presiden. Akan 
tetapi kekuasaan tidak terbatas. 
Sedangkan dalam sistem di Inggris dan Perancis tidak ada perpisahan 
yang principieel antara badan-badan penyelenggara pemerintah tadi. Jadi pada 
dasarnya Pemerintah dapat bertindak dengan semaunya, dengan tidak terbatas, 
akan tetapi harus tunduk kepada votum dari Parlemen, artinya kalau Parlemen 
itu sudah tidak percaya lagi kepada Pemerintah, Pemerintah akan jatuh. Akan 
tetapi kita harus mengingat juga, bahwa dalam negara-negara itu, seperti 
misalnya di Inggris , ada sistem partai , jadi kalau pemerintah disokong oleh 
partai yang terbesar di Parlemen, sebetulnya pemerintah disokong oleh partai 
yang terbesar sekali. Oleh karena itu, juga orang seringkali mengatakan bahwa 
di Inggris itu ada dictatorial stelsel daripada Menteri, terutama dictatuur dari 
Perdana Menteri. Kita memakai sistem sendiri seperti dikatakan oleh Tuan 
Soekiman; sistem itu ialah bahwa Kepala Negara tidak bertanggungjawab 
kepada Badan Perwakilan Rakyat, akan tetapi ia bertanggungjawab kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tiap-tiap 5 tahun bersidang, dan pada 
waktu itu sudah tentu akan terang apakah haluan yang dijalankan oleh 
Pemerintah disetujui atau tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.  
Mohammad Hatta, merespon apa yang disampaikan Mr Soepomo 
dengan mengatakan, di Amerika Serikat dipakai dasar trias politica, sehingga 
urusan atau kekuasaan pemerintah semata-mata ada di tangan Presiden, 
sedangkan kekuasaan membuat undang-undang semata-mata ada di tangan 
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Dalam UUD 1945 sebelum amandemen kekuasaan 
tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR), selebihnya kekuasaan dibagi-bagikan (division of power) 
kepada beberapa lembaga negara yaitu Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agug (DPA). 
Pembagian kekuasaan ini dalam rangka kerjasama dengan 
semangat (gotong royong).  
Jika dilihat dalam skema struktur tatanegara menurut 
UUD 1945 sebelum diamandemen sebagai berikut: 
 
MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
25
 
Dewan 
Pertimbangan 
Agung 
Presiden Dewan Perwakilan 
Rakyat 
Kehakiman Wakil Presiden Badan Pemeriksa 
Keuangan 
MENTERI NEGARA 
Kooti Pemerintah 
Daerah 
Desa 
                                                                                                           
Dewan Rakyat. Jadi disini ada perpisahan yang nyata antara Dewan Rakyat 
dengan Presiden, sebagai kepala eksekutif. Tetapi dalam rancangan dasar kita 
ini tidak ada perpisahan itu dalam menjalankan legislatif yaitu menjalankan 
kekuasaan membuat undang-undang; Presiden bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat menjalankannya.Lihat Risalah Sidang Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 MEI – 22 Agustus 1945, 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hal. 303-325. 
24
 Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-
Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah 
Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana 
yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang 
lebih lengkap dan lebih sempurna. Lihat dalam Risalah Sidang Badan 
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 MEI – 22 Agustus 1945, 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hal.  
25
 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) 29 MEI – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik 
Indonesia, 1995, hal. 425. 
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Kesederajatan atau kesetaraan dalam makna division of 
power  dapat terlihat dalam UUD 1945 sebelum amandemen, 
Pasal 20 ayat (2) jika sesuatu rancangan undang-undang tidak 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka 
rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan 
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu dan Pasal 21 ayat (2) jika 
rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak 
boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 
Rakyat masa itu. 
Dalam kontek ini sejalan dengan pemikiran tentang 
division of power dalam rangka kerja gotong royong adanya 
kesetaraan antara DPR dan Presiden. Jika berpikir dalam 
paradigma Trias Politica, seharusnya DPR mempunyai fungsi 
legislasi, namun dalam konteks UUD 1945 sebelum 
diamandemen DPR tidak dapat melaksanakan fungsinya legislatif 
manakala tidak mendapat persetujuan Presiden. 
Berbeda dengan fungsi legislasi DPR sesudah 
amandemen, sebab DPR sesudah amandemen bekerja dalam 
kerangka berpikir separation of power dalam rangka check and 
balance. Dalam hal ini jika sudah disahkan dalam rapat paripurna 
di DPR, kemudian Presiden tidak menyetujuinya, maka selama 
30 hari undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Hal 
ini menunjukan bahwa peran DPR sebagai legislator jauh lebih 
berperan dibandingkan Presiden. 
 
Penutup 
Jika ditelaah secara seksama bahwa sistem tatanegara 
Indonesia tidak mengikuti sistem trias politica secara murni. Hal 
ini bukan sesuatu yang salah dalam sebuah tatanegara, sebab 
sesungguhnya tidak satupun teks konstitusi maupun praktek 
dimanapun yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif 
dan eksekutif itu secara kaku. Baik dalam rumusan formal apalagi 
dalam kenyataan praktik, fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif 
selalu bersifat tumpang tindih.
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